Lex Positvis

Volume 2 Issue 6, 2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DAN TRANSAKSI DALAM DUNIA
METAVERSE
Hasna Romizah?.

! Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: fadzhelma@gmail.com

Abstract: Metaverse merupakan sebuah dunia virtual yang terdiri dari berbagai platform
interaktif yang melibatkan aktivitas seperti permainan, sosial media, dan perdagangan digital.
Dalam konteks ini, hak cipta dan transaksi menjadi isu yang kompleks karena melibatkan elemen
virtual yang berbeda dengan hukum hak cipta dan sistem perdagangan konvensional. Tantangan
dalam penyelesaian sengketa hak cipta dan transaksi di metaverse terkait dengan perbedaan
regulasi, ketidakjelasan hak kepemilikan, dan karakteristik unik dari lingkungan virtual tersebut.
Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak cipta dalam dunia
metaverse dan penyelesaian sengketa transaksi dalam dunia metaverse.
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Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum Normatif, yaitu
penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa
bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dengan
pendekatan yuridis normatif, yakni melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.
Penyelesaian sengketa dapat dipilih sesuai kesepakatan pihak yang bersengketa, salah
satunya dengan hukum formal sebab dalam platform sendiri belum ada hukum dan
peraturan yang jelas. Penyelesaian permasalahan sengketa hak cipta juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bentuk penyelesaiannya ada dua yaitu: Litigasi dan
Non Litigasi. Sedangkan penyelesaian sengketa transaksi dalam dunia metaverse: melalui
mekanisme internal platform, mediasi, Arbitrase dan Penerapan undang-undang.

Kata Kunci: Sengketa, Metaverse, Hak Cipta, Transaksi.

1. Pendahuluan
Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi telah

memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia.
Salah satu inovasi terbaru yang sedang mengemuka adalah konsep metaverse,
sebuah dunia virtual yang menyatukan realitas maya dan nyata. Metaverse
menawarkan pengalaman interaktif yang menarik dengan memungkinkan
pengguna berinteraksi dengan lingkungan dan pengguna lainnya menggunakan
avatar digital.

Namun, dengan munculnya metaverse, juga timbul berbagai tantangan dan
masalah baru yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah
penyelesaian sengketa hak cipta dan transaksi di dalam metaverse. Seiring dengan

munculnya konten digital dan transaksi ekonomi di metaverse, konflik mengenai
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hak cipta dan kepemilikan konten menjadi semakin kompleks dan sulit
diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pendekatan yang
efektif dalam penyelesaian sengketa hak cipta dan transaksi di dalam dunia
metaverse. Kami akan mengkaji kerangka hukum yang berlaku, praktek-praktek
saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan sengketa dan
transaksi di metaverse. Selain itu, kami juga akan mengusulkan solusi dan
rekomendasi yang berpotensi untuk memperbaiki sistem saat ini dan memberikan
panduan bagi pemangku kepentingan di metaverse.

Metaverse membuka pintu bagi berbagai peluang dan potensi baru, termasuk
dalam bidang hiburan, ekonomi, dan interaksi sosial. Namun, untuk dapat
memanfaatkan sepenuhnya potensi metaverse, penting untuk mengembangkan
kerangka hukum dan mekanisme yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak
cipta dan transaksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang tantangan yang dihadapi serta solusi yang mungkin dalam

mengatasi sengketa hak cipta dan transaksi di dunia metaverse.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan penting bagi

pengembangan hukum dan praktik terkait penyelesaian sengketa dan transaksi di dunia

metaverse. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membangun

lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan di dalam metaverse, serta menjaga

keseimbangan antara kebebasan kreativitas dan perlindungan hak cipta.

2.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat
hukum sebagai norma dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif disebut juga
sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali
hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan tolak

ukur berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas.
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Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian
deskriptif. Dimana menjelaskan atau menggambarkan jawaban atas permasalahan
melalui hasil dari penelitian penulis.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kekosongan peraturan.
Dimana terkait penyelesaian sengketa hak cipta dan transaksi dalam dunia
metaverse belum ada peraturan yang secara resmi mengaturnya. Dengan memuat
deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat
dan mendalam.

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
bahan hukum tersier, dan bahan hukum online. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
dalam penelitian ini adalah melalui peraturan perundang-undangan dan studi

kepustakaan (library research).

3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Dunia Metaverse

Dalam dunia Metaverse terdapat potensi pelanggaran hak cipta terutama
terkait konten yang dihasilkan oleh pengguna. Sulitnya mengidentifikasi pemilik
hak cipta dalam dunia Metaverse menjadi salah satu tantangan dalam
penyelesaian sengketa. Selain itu, sifat terbuka dari dunia Metaverse juga
memungkinkan pengguna lain untuk mengakses dan menggunakan konten tanpa
izin dari pemilik hak cipta.

Penyelesaian sengketa hak cipta di dunia Metaverse dapat dilakukan
melalui beberapa cara. Pertama, peraturan dan ketentuan pengguna (Terms of
Service) dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mencegah pelanggaran hak
cipta. Pengguna harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh platform
Metaverse terkait hak cipta dan penggunaan konten orang lain.

Alternatif penyelesaian sengketa hak cipta di dunia Metaverse adalah

dengan melakukan identifikasi karya dan pencipta. Langkah ini penting untuk
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memastikan keaslian karya dan pemilik hak cipta. Jika terjadi sengketa,
perundingan antara pihak yang bersengketa dapat dilakukan untuk mencapai
kesepakatan damai. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta yang serius, DMCA
Takedown dapat digunakan untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta.

Selain itu, penyelesaian sengketa hak cipta di dunia Metaverse dapat
melibatkan pengadilan virtual atau arbitrase virtual. Pengadilan virtual dapat
memberikan putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa, sementara
arbitrase virtual melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai hakim virtual.

Dunia Metaverse memiliki potensi besar untuk terjadinya sengketa hak
cipta akibat semakin banyaknya konten yang dihasilkan di dalamnya.
Penyelesaian sengketa hak cipta di dunia Metaverse dapat dilakukan melalui
peraturan dan ketentuan pengguna, identifikasi karya dan pencipta, perundingan,
serta pengadilan atau arbitrase virtual. Diperlukan kerjasama antara platform
Metaverse, pencipta, dan pengguna untuk menciptakan lingkungan yang adil dan
melindungi hak cipta dalam dunia Metaverse. Lebih lanjut, peraturan perundang-
undangan terkait hak cipta di dunia digital perlu dikembangkan agar dapat
mengakomodasi kompleksitas dan perkembangan dunia Metaverse.

Saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan
ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai kepemilikan dan perlindungan
hukum di dunia digital, khususnya terkait dengan karya seni digital. Namun
demikian, pengaturan mengenai penautan karya digital dapat mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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4. Penyelesaian Sengketa Transaksi Dalam Dunia Metaverse
Metaverse adalah ruang virtual yang menghubungkan pengguna dalam

berbagai pengalaman, menghapus batas antara dunia nyata dan dunia virtual. Di
dalam Metaverse, terdapat berbagai transaksi, termasuk perdagangan aset kripto
seperti NFT, pembelian aset digital, dan pertukaran mata uang virtual. Namun,
keberadaan Metaverse juga menimbulkan sengketa transaksi yang berbeda dari
sengketa di dunia nyata.

Di dunia Metaverse, terjadi berbagai transaksi digital, termasuk pembelian
aset digital, jasa virtual, pertukaran mata uang virtual, dan transaksi keuangan
lainnya. Transaksi ini sering kali menggunakan teknologi blockchain dan smart
contract untuk mengamankan dan melaksanakan kesepakatan.

Sengketa transaksi dalam dunia Metaverse dapat timbul dari berbagai
masalah, seperti penipuan, kehilangan aset, pelanggaran kontrak, dan
perselisihan antara pengguna. Selain itu, keamanan, legalitas, kepercayaan, dan
teknologi juga menjadi permasalahan yang harus diatasi.

Penyelesaian sengketa dalam dunia Metaverse dapat dilakukan melalui
beberapa cara. Perjanjian kontrak yang jelas dan memiliki mekanisme
penyelesaian sengketa dapat membantu mengurangi potensi sengketa. Mediasi
dan arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat
digunakan dalam konteks Metaverse.

Hingga saat ini, peraturan terkait sengketa transaksi dalam dunia Metaverse
masih belum sepenuhnya mapan dan bergantung pada masing-masing platform

Metaverse yang digunakan. Beberapa platform telah mengeluarkan kebijakan
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5.

dan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Di tingkat negara, beberapa
negara telah membahas peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan
transaksi di dunia Metaverse.

Penyelesaian sengketa transaksi dalam dunia Metaverse merupakan
tantangan yang kompleks, karena sifat virtual dan global dari platform tersebut.
Legalitas, keamanan, dan kepercayaan menjadi fokus utama dalam mengatasi
sengketa tersebut. Peraturan terkait sengketa di dunia Metaverse masih
berkembang, dan pengguna harus memahami kebijakan dan peraturan di platform
yang mereka gunakan. Mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi efektif dalam
menyelesaikan sengketa transaksi dalam dunia Metaverse. Lebih lanjut lagi,
kerjasama antara platform, pengguna, dan regulator diperlukan untuk

menciptakan lingkungan yang adil dan aman dalam dunia Metaverse.

Penutup

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa hak cipta di dunia metaverse untuk sementara merujuk pada

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada dua benetuk penyelesaian yaitu:
Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Pengadilan yang
berwenang dalam penyelesaian sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.

Dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan niaga domisili tergugat.
Non Litigasi

Mediasi
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Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana mencapai kesepakatan dengan

bantuan seorang mediator yang netral.
Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang arbiter atau

hakim yang netral.
Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak mencapai

kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga.

Pilihan penyelesaian sengketa yang tepat tergantung pada kebutuhan dan preferensi

para pihak yang bersengketa serta kompleksitas kasus.

Saran

a. Saran Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Dunia Metaverse

1) Menyediakan kebijakan yang jelas, termasuk mengenai sengketa hak
cipta dan transaksi.

2) Menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan
informasi pengguna dari serangan cyber dan tindakan kriminal.

3) Menciptakan sendiri sistem penyelesaian khusus untuk sengketa yang
terjadi dalam dunia metaverse.

4) Memberikan edukasi atau panduan kepada pengguna mengenai cara
menggunakan platform dan menghindari terjadinya sengketa.

5) Melakukan audit secara rutin, untuk menemukan masalah atau
pelanggaran sejak dini sehingga dapat diatasi dengan cepat.

b. Saran Penyelesaian Sengketa Transaksi dalam Dunia Metaverse
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1) Menggunakan Smart Contract, yaitu kontrak digital yang dapat
diprogram untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara otomatis
berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Menggunakan Blockchain, yaitu teknologi yang memungkinkan transaksi
dilakukan secara aman dan terdesentralisasi, mencatat dan memverifikasi
transaksi serta memfasilitasi penyelesaian sengketa.

3) Membuat perjanjian tertulis yang jelas dan transparan, mencakup semua
detail transaksi, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian sengketa transaksi di dunia metaverse, penting untuk
memperhatikan hak dan kepentingan kedua belah pihak serta menggunakan

mekanisme yang adil dan transparan.
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